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Abstrak
 

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) Fase II termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk

mengatasinya. Program Pengembangan Kecamatan Fase II merupakan kelanjutan dari Program

Pengembangan Kecamatan sebelumnya. Program Pengembangan Kecamatan Fase II bertujuan untuk

menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin dan perempuan sebagai pendekatan

operasionalnya. Dilanjutkannya Program Pengembangan Kecamatan Fase II merupakan tanggung jawab

antara Pemerintah Pusat dan daerah melalui mekanisme pembiayaan bersama yang di landasi dengan

semangat Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan di daerah

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui

studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan di lapangan. Pemilihan informan

dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling terhadap aparat pemerintah, fasilitator

kecamatan dan desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat desa Gosong Telaga Selatan sebagai

kelompok sasaran, dengan jumlah responden 12 orang. Hasil penelitian dianalisis dengan mengaitkan

kebijakan sosial dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pengembangan masyarakat, dan

pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan Fase II telah

berjalan dari tahap sosialisasi sampai pelaksanaan kegiatan, belum mencakup tahap pengendalian dan

pelestarian kegiatan. Pelaksanaan program dari tahap sosialisasi hingga ke tahap pelaksanaan kegiatan

partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin dan perempuan terlihat dalam tahapan-tahapan kegiatan

program pengembangan kecamatan. Peran petugas aparat pemerintah kecamatan yang terlibat langsung

dilapangan yaitu PJOK dan pendamping yaitu Fasilitator Kecamatan (FK) bertugas memfasilitasi setiap

kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, memberi kesempatan seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa.

Pelaksanaan program PPK Fase II mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yaitu

pembuatan Sumur Bor Dua Unit, pembangunan Polindes dan posyandu, Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

peningkatan usaha pembuatan Ikan Asin, dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk penambahan modal

usaha bagi perempuan. Pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat terlihat sejak dilakukannya sosialisasi

program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan melakukan pembentukan kelompok

campuran berdasarkan kelompok dusun dan kelompok perempuan. Pembentukan kelompok dilakukan untuk

mempermudah proses penggalian gagasan agar gagasan atau ide yang muncui betul-betul kebutuhan yang

mereka inginkan. Begitu pula pada tahap pelaksanaan kegiatan, partisipasi dan peran aktif masyarakat

sebagai penentu kegiatan terlibat langsung mensukseskan program. Pelaksanaan program yang diawali
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dengan tahap persiapan hingga ke tahap pelaksanaan program sudah terlihat, terjadinya perencanaan dan

pelaksanaan keempat kegiatan oleh warga masyarakat menggambarkan telah berhasilnya pemberdayaan

kelompok sasaran akan pengetahuan, keterampilan dan modal.

Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan masih terdapat kendala-kedala, baik dan

masyarakat, pelaku PPK di desa maupun dan pelaku PPK di kecamatan. Kendala dari masyarakat yaitu:

Pertama, sumber daya manusia yang masih rendah yang di dominasi tamatan SD dan SLIP. Kedua, pelaku

PPK di desa yaitu terjadinya penyimpangan pada saat pembentukan kelompok sasaran yang dilakukan

Kepala Dusun selaku ketua Kelompok dengan merekrut anggota berdasarkan hubungan kekeluargaan dan

kekerabatan. Ketiga, kurangnya koordinasi pelaku PPK di Kecamatan dengan ketua Tim Koordinasi di

Kabupaten yang mengakibatkan kendala proses administrasi. Keempat, lambatnya proses administrasi di

bendahara proyek, mengakibatkan tertambatnya proses pencairan dana. Merujuk pada kendala-kendala

tersebut, dikemukakan rekomendasi untuk penerapan program setanjutnya.


